SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Menimbang

DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaran pelayanan kesehatan
swasta, telah diterbitkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di
Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 10 Tahun 2009, yang berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan ;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, atas pemberian izin
penyelenggaraan  pelayanan kesehatan swasta,
dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha
penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
telah diatur jenis retribusi yang dapat dipungut oleh
daerah;

bahwa Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Swasta tidak termasuk jenis retribusi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu dilakukan peninjauan
kembali;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, serta dalam rangka penyesuaian terhadap
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan
Pelayanan  Kesehatan Swasta  di Kabupaten
Lamongan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8
Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 959,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1332/MENKES/SK/X/2002 ;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan
Izin Praktik Fisioterapis;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
04/MENKES/SK/1/2002 tentang Laboratorium
Kesehatan Swasta ;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1424 /MENKES /SK/XI/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
540/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan
Izin Praktik Okupasi Terapis;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
666/MENKES/SK/V1/2007 tentang Klinik Rawat
Inap Pelayanan Medik Dasar ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan
penyelenggaraan Praktik Perawat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
028/MENKES/PER/2010 tentang Klinik ;
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23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan
Rumah Sakit;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
028/ MENKES/PER/1/2011 tentang Klinik;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

S. Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

7. Pelayanan kesehatan swasta, adalah bagian integral dari jaringan
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan,
kelompok atau yayasan yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif)
dan pemulihan (rehabilitatif).

8. Pelayanan medik dasar, adalah pelayanan medik terhadap individu
atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.

9. Pelayanan medik spesialistik, adalah pelayanan medik terhadap
indivisu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh dokter
spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
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Rumah  sakit, adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat
darurat.

Rumah sakit  umum, adalah tempat  pelayanan  yang
menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan
penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan
secara rawat jalan dan rawat inap.

Rumah  sakit khusus, adalah tempat pelayanan  yang
menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan
penunjang medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik,
pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan
rawat inap.

Praktik perorangan, adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh
seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi
spesilis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

Praktik berkelompok, adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara
bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter
gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
Bidan praktik swasta yang selanjutnya disingkat BPS, adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan
kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan
masyarakat oleh seorang bidan.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis
dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis
tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik
dasar.

Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik
spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Klinik rawat inap medik dasar adalah sarana pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan
pelayanan medik dasar terbatas rawat jalan dan rawat inap sesuai
ketentuan yang berlaku.

Apotik, adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan
lainnya kepada masyarakat.

. Apoteker, adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan
pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Optikal, adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya
pekerjaan pemeriksaan terhadap mata dan menyediakan/menjual
kaca mata kepada masyarakat.

Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan
refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik
didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentun peraturan
perundang-undangan.

Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



